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ABSTRAK

Terorisme merupakan tindak pidana yang sangat knd@an bagi warga
masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia. dle&apublik Indonesia
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasts M&jib melindungi
segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dadamesia. Oleh karena itu
negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warkeggaranya dari setiap ancaman
terorisme baik yang bersifat nasional maupun iatgonal. Undang-undang Nomor
15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidar@idme merupakan dasar
hukum dalam menangani terorisme di Indonesia, gg@andalam hukum pidana
Islam dasar hukumnya adalah QS. Al-Maidah ayat 33.

Terorisme menurut kedua sistem hukum tersebut ds atama-sama
mengandung unsur perbuatan yang dilarang dan ketenpertanggungjawaban
pidana bagi pelakunya, hal ini mendorong kepadayysmm untuk menganalisis
dengan  menggunakan metode  komparatif, yaitu = merapdnbgkan
pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terorisungérhukum pidana Islam dan
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemlasamt Tindak Pidana
Terorisme, mencari persamaan dan perbedaannya damsaba untuk
mengkompromikannya dengan menunjukkan kekurangakelabihannya.

Dikarenakan kajian ini adalah kajian hukum, makande&atan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatamatif dan yuridis. Normatif
yaitu mengkaji ketentuan hukum pidana Islam yandajgat dalam al Qur'an dan
Hadits. Yuridis yaitu mengkaji Undang-undang Nonids Tahun 2003 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dengan menggunakan metode komparatif, maka teaphak bahwa subjek
tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islamy&lah manusia, sedangkan
dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang PemberantasatakiPidana Terorisme ialah
manusia dan korporasi. pelaku tindak pidana ter@mismenurut Undang-undang No.
15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidamaridme digolongkan
menjadi : (1) pelaku tunggatidder), (2) pelaku yang melibatkan orang lain yaitu :
orang yang melakukan (pleger), orang yang menyunehakukan doen pleger),
orang yang turut serta melakukan (made plegerhgoy@ang membujuk melakukan
(uitlokker), dan orang yang membantu melakukan (medepledatitii@alam hukum
pidana Islam pelaku tindak pidana terorisme diggkam menjadi : pelaku turut
berbuat secara langsung dan pelaku tidak turutuberkecara langsung. Mengenai
pertanggungjawaban pidana dimana dalam hal tidabube secara langsung,
Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pembesmntdindak Pidana
Terorisme menyebutkan bahwa pelaku yang tidakbtrisecara langsung dikenai
pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15rntaRertanggungjawaban pidana
dalam hukum pidana Islam untuk pelaku yang tidakbtd secara langsung ialah
tidak dapat dikenai sankshudud akan tapi diganti dengama’zir (sanksi dari
pemerintah).
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MOTTO

dala 4l (B i S Le el alall ) 55 (IS )

Seandainya cahaya ilmu dicapai dengan angan-angan tidak akan tersisa
otang bodoh di tengah manusia.

oBe'cAaAa/z ,oa#a/zla/z  jangan malas dan  jangan mery‘adi otang lalai, sesal

kemudian bagi otang-otang yang betmalas-malasan
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 10 September 1987 No:

158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
i Alif tidak tidak dilambangkan
dilambangkan
< Ba' B Be
< Ta' T Te
< Sa' S es titik atas
z Jim J Je
z Ha' H ha titik di bawah
z Kha' Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal Z zet titik di atas
D Ra' R Er
D Zai Z Zet
o Sin S Es
B Syin Sy es dan ye
o Sad S es titik di bawah
o= Dad d de titik di bawah
b Ta' T te titik di bawah
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L Za' Z zet titik di bawah
d 'Ain TR koma terbalik (di atas)
¢ Gayn G Ge

- Fa' F Ef

3 Qaf Q Qi

< Kaf K Ka

J Lam L El

e Mim M Em

o Nin N En

) Waw w we

° Ha' H Ha

s Hamzah e apostrof

é$ Ya Y Ye

B. Konsonan rangkap karena fasydid ditulis rangkap:

(pdinie ditulis muta‘ aqqidin

33 ditulis ‘iddah




C. Ta'marbutah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

-

= ditulis hibah
ZEBEN ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya,

kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

A dans ditulis ni'matullih
Jhdll 38 ditulis zakatul-fitri

D. Vokal pendek

____(fathah) ditulis a contoh <= ditulis daraba
_—  (kasrah) ditulis i contoh por ditulis fahima
" (dammah) ditulis u contoh (SN ditulis kutiba

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis a (garis di atas)

Alals ditulis Jjahiliyyah



2. fathah + alif magstr, ditulis a (garis di atas)

(s ditulis yasa

3. kasrah + ya mati, ditulis 1 (garis di atas)

L ditulis majid

4. dammah + wau mati, ditulis @ (dengan garis di atas)

Uas A ditulis funid

F. Vokal rangkap:

1. fathah + ya mati, ditulis ai

aSin ditulis bainakum

2. fathah + wau mati, ditulis au

JsA ditulis qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof.
il ditulis a'antum
Saeld ditulis u'iddat
A SE Al ditulis la'in syakartum
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H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

VA ditulis al-Qurlan

ol ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf I-nya

ol ditulis asy-syams

elacall ditulis as-sama’

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang

Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut

penulisannya
o= 4 55 ditulis zawil al-funid
aaudl dal ditulis ahl as-sunnah
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KATA PENGANTAR

VI al) Y o ) e Al S5 48 Gl e o selad Gall (05 526l 4l o (521 b 2s
ALl Cpraad dmia gl g daae e alu g Jia aglll, 4l g ) 5 saie Taese o gl 5 Al
Puja-puji syukur selayaknya selalu kami senandungkan kepada Tuhan
semesta alam, kreator sejati segala bentuk keindahan yang kemudian menitipkan
keindahan tersebut kepada manusia, sehingga jadilah manusia sebagai makhluk
sempurna dan “khalifah Allah fi al-Ard’. Tidak lupa sosok garang dalam
kegelapan yang seringkali memotivator kami; Izroil, sang pencabut nyawa bagi
umat manusia seluruh alam dalam dimensi yang berbeda. Berkat “jasa’nya
penyusun dapat merasakan indahnya hasil “ketakutan”, membuat penyusun ingin
selalu mendekatkan diri kepada sang Ilahi dengan memanifestasikan kehadiran
Al-Quran untuk mewarnai kehidupan dan menyehatkan pikiran. Demikian halnya
shalawat dan salam, tidak bosan-bosannya penyusun lantunkan khusus kepada
sang dekonstruktor sejati, Muhammad ibn Abdillah, pendobrak rezim juhala’dan
pembawa pesan damai di balik tirai nilai-nilai Islam. Berkat beliau, penyusun
dapat menikmati desahan nafas lagu-lagu yang dendangkan kesejatian arti hidup
dalam menggapai titik klimaks rahmatan Ii al-‘alamin: peradaban cahaya dan
budaya.
Usia bumi sudah semakin tua, demikian juga manusia. Setelah sekian
lamanya menggendong predikat sebagai mahasiswa S1, akhirnya sampai juga

pada akhir sekaligus awal dari proses pengabdian kepada bangsa dan agama.
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Terlalu banyak rasa untuk diucapkan yang dapat menggambarkan luapan gundah-
gulana hati selama proses S1. Adakalanya kelam dalam pesimis, bangga
sekaligus optimis menatap cita dan cinta masa depan yang bahagia. Namun
demikian, bagi penyusun, selesainya skripsi ini bukanlah akhir karya, melainkan
hanya sebagian kecil tulisan yang jauh dari kualitas sempurna. Demikian halnya
barometer kualitas tulisan, tidaklah diukur dari tebal-tipisnya halaman,
melainkan sejauhmana tulisan itu dapat memberi makna dan memberi warna baru
bagi wajah peradaban dunia yang pada akhirnya karya tersebut akan tetap hidup,
walaupun sang pengarang telah tiada (mudah-mudahan masih lama. Amin).
Dengan demikian, tidak salah kalau Derrida menyatakan kematiannya bersamaan
dengan diterbitkannya tulisannya, di mana pembaca dapat bermain tafsir,
mengkritisi atau bahkan membunuh pengarangnya dalam tulisan tersebut.
Keseluruhan proses penyusunan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

2.  Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I skripsi ini yang
telah dengan sabar membimbimg dan mengoreksi penyusun hingga
skripsi ini selesai.

3. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing II yang dengan sabar
membimbing dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang
ikhlas mentransfer segenap ilmunya untuk kami (bapak Ratno Lukito
terima kasih atas semangatnya yang sangat membantu). Demikian juga

TU, terima kasih pelayanannya.
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10.

11.

12.

13.

14.

Bapak beserta Ibu tercinta, terima kasih atas semuanya, yang Bapak dan
Ibu berikan dengan tidak pernah mengenal arti kata lelah. Mom, I know I
can’t made it up to you, but I’ll give you more I have, everything mom,
everything.

Seluruh Familiku, terima kasih atas doa dan segalanya.

Teman-teman Alumni marhalah Glorious Naturalis terima kasih atas
pengertiannya ... (Cahya, Adlan, Ridho, Lilik, dll penyusun tidak dapat
disebut satu persatu, terima kasih partisipasinya.)

Teman-teman PMH 08 yang telah banyak mengisi hari-hari indah
penulis (Ahong yang ofset: senyumanmu adalah kenangan burukmu.
Sigot, Fahrudin, Canggih, Daus dkk ayo Rek ndang diselesaikan
skripsinya.

Temen-temen HMI yang telah banyak memberikan pelajaran
keorganisasian, motivasi, dan semangat. terimakasih semuanya.
Teman-teman PSKH yang telah memberikan pengalaman, pengajaran
dalam keilmuan hukum, terimakasih dan terimakasih.

Buat teman-teman senasib dan seatap kost Nusantara, kost bulek latifah,
kost pak de Kardjo, kost mbak Pur Terima kasih banyak atas perhatian
dan kelucuanya, sehingga membuat penyusun sedih jika harus berpisah
dengan kalian

Buat My Love. Emosi bukan bukti, perasaan bukan fakta, dan pandangan
subjektif bukanlah pandangan substantif. Tetaplah menjadi penghangat
dinginku, dalam balutan selimut do’a dan motivasimu. Love you more
than I know.

Segenap Kolega yang jauh dan dekat atau tengah, tua atau muda.
Terima kasih..

Semuarekan-rekan yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, yang
telah memberikan banyak bantuan sehingga karya tulis ini dapat

terselesaikan
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Kepada semua pihak tersebut di atas, penyusun hanya dapat mendoakan,
semoga segala kebgjikan diterima oleh Allah SWT, sebagai ama sholeh dan
mendapatkan ridho dan inayah-Nya. penyusun menyadari sepenuhnya bahwa
penyusunan dan penulisan karya tulis ini masih banyak kekurangan. Untuk itu
kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penyusun harapkan
kesempurnaan karya tulis ini. Akhirnya, semoga karya sederhana ini dapat

bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Amin.

23 Shafar 1433 H

Yogyakarta,
17 Januari 2012 M

Penyusun,

MUHAMMAD MUAD
NIM. 08360019
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BAB |

A. Latar Belakang Masalah
Terorisme akhir-akhir ini telah menjadi sesuatugyaangat penting

untuk dibicarakan. Tindakan kejahatan yang telamineat kekacauan di
tengah sebuah negeri, telah membuat sengsara mketdunia dari berbagai
macam latar belakang agama, aliran ataupun orgamysa Negara Islam juga
tidak luput mendapat bagian teror, seperti, Irangda®, Suria, Libya, dan
Afganistan.

Perbuatan yang dilakukan manusia dengan menalbrakRk@ua)
buah pesawat pada gedung WTWo(ld Trade Centre) di Amerika Serikat
pada tanggal 11 September 2001, telah menghancudettung dan
menyebabkan jatuhnya korban nyawa manusia yangahny& ribuan.
Perbuatan yang mengagetkan manusia di seluruhdmethinia tersebut telah
dikutuk sebagai perbuatan keji dan tidak berperimmsiaan karena orang-
orang Yyang tidak berdosa telah menjadi korbanatamengetahui ujung
pangkal persoalannya. Di negara Indonesia sebemaemgh terjadi aksi-aksi
teror di dalam negeri sebelum terjadinya serangaor tbom di Amerika
Serikat pada tanggal 11 September 2001, dan jdadise terjadinya tragedi
bom bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Data yang pada POLRI

menunjukkan bahwa pada periode tahun 1999 sampgaddahun 2002 bom



yang meledak tercatat 185 buah, dengan korban ggadidunia 62 orang dan
luka berat 22 orand.

Akibat dari kejadian ini, Islam selalu menjadi teahpudingan dan
dipersalahkan. Padahal kalau melirik sejarah, isar@r tidaklah murni sebuah
ideologi yang berasal dari Islam. Buktinya, tenmés juga muncul dari
kelompok Zionis atau Barat sekalipun.

Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentajah&tan
berdimensi internasional yang sangat menakutkaryanasat. Di berbagai
negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisai& di negara maju maupun
negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi temg y#akukan telah
memakan korban tanpa pandang bulu.

Menurut Muladi, terorisme merupakan Kkejahatanr luasiasa
(Extraordinary Crime) yang membutuhkan penanganan dengan
mendayagunakan cara-cara luar biasd&xtréordinary Measure) karena
berbagai hat:

a. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakanyaatesbesar the
greatest danger) terhadap hak asasi manusia.
b. Target terorisme bersifatandom atau indiscriminate yang cenderung

mengorbankan orang-orang tidak bersalah.

! Susilo Bambang Yudhoyon®elamatkan Negeri Kita dari Terorisme, cetakan
pertama Kementriaan Polkam, Oktober, 2002, him. 7.

> Muladi, “Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindidara Khusus”, bahan

seminar pengamanan terorisme sebagai tindak pldarsus, Jakarta, 28 Januari 2004.



c. Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnassain dengan
memanfaatkan teknologi modern.

d. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar misgei teroris nasional
dengan organisasi internasional.

e. Kemungkinan kerjasama antara organisasi terorigaterkejahatan yang
terorganisasi baik yang bersifat nasional maupwmstrasional dapat
membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Pada pembukaan Undang Undang Dasar 1945 tersahwa
pemerintah Repubik Indonesia memiliki kewajibanukntelindungi warga
negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik &ensdsional maupun
internasional dan berkewajiban untuk mempertaharkegaulatan negara
serta memulihkan keutuhan dan integritas nasiaalancaman yang datang
dari dalam maupun luar negérifindak pidana terorisme yang selama ini
terjadi telah mengganggu keamanan dan ketertibasyarekat, serta telah
menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negiairsgga perlu dilakukan
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana teeogsina memelihara
kehidupan yang aman, damai dan sejahtera berdas@dwasila dan Undang

Undang Dasar 1945. Terorisme adalah musuh bersamgs® Indonesia,

? Keterangan Pemerintah tentang diterbitkannya PRigraor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan PerpuoNdn Tahun 2002 tentang
Pemberlakuan Perpu No 1 Th 2002 tentang PembesanfEiadak Pidana Terorisme Pada
Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktcti#2.



musuh kemanusiaan, musuh rakyat Indonesia dan muisoia? Ada dua

alasan penting mengapa terorisme menjadi musulrbarbangsa Indonesia:

1. Demokrasi dan kebebasan politik tidak lengkap fikiak merasa aman.
Padahal gerakan reformasi bertujuan membuat kitaua merasa lebih
aman di rumah sendiri dan lebih nyaman dalam kgaidibernegara. Kita
semua mengambil tanggung jawab memerangi terorigamy ingin
mengambil rasa aman.

2. Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaamdaéntuk gerakan
yang terorganisasi. Dewasa ini terorisme mempujaraigan yang luas
dan bersifat global yang mengancam perdamaiarkdamanan nasional
maupun internasional.

Terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak tddmlongkan
sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terodgmtegorikan sebagai
“kejahatan luar biasa” ataueXtraordinary crime’” dan dikategorikan pula
sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan” ataumé against humanity”®
Mengingat kategori yang demikian, maka pemberantgsa tentulah tidak
dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimenangani tindak

pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan atgapm®yaan.

* Susilo Bambang Yudhoyon®elamatkan Negeri Kita dari Terorisme, cetakan
pertama Kementriaan Polkam, Oktober, 2002, himart 5

® Keterangan Pemerintah tentang diterbitkannya Pgsmor 1 Tahun 2002 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diskarpaleh Menteri Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia, Departemen Kehakiman dan Hak Adasusia, tahun 2002, him. 8.



Hukum pidana terorisme merupakan permasalahan diatur secara
khusus, dengan dikeluarkannya Peraturan PemeriRt&igganti Undang-
undang (Perpu) yaitu Perpu No.1 Tahun 2002 (telaah#tan menjadi UU
No.15 Tahun 2003) untuk menangani tragedi bom Bahirnya kedua Perpu
yang telah disahkan menjadi UU menimbulkan pro #antra. Sebagian
kalangan menganggap UU tersebut bertentangan depgasip hukum
pidana. Menurut mereka, walaupun terorisme merup&kgghatan luar biasa
(extraordinary crime) dan kejahatan terhadap kemanusiaemmé againt
humanity) bukan alasan untuk memberlakukan undang-undaceyasesurut.
Dalam perspektif politis, dikhawatirkan undang-umgl&kejahatan terorisme
hanya ditujukan untuk kelompok tertentu, terutamalakgan Islam
fundamentalis yang selalu mengkritisi secara radi&bijakan pemerintah.

Dalam hukum Islam dikenal dengan istilglrimah atau tindak
pidana, jarimah ini adalah larangan syar’i yang diancam oleh AIBWT.
Dengan hukumahad dan ta’zir. Para fukaha sering memakai kayanbyah’
untuk ‘Jarimah®, jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik
perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa maupurehaenda lainnyaDalam
fikih, sebenarnya tidak ada pembahasan khusus mengemésner, namun
terorisme dalam pidana Islam dipandang sebagaakardyang dikatagorikan

pengganggu dan pengacau keamanan masyarakat ypag rdangganggu

5 Fadli Andi Natsif, “Menjerat Teroris dengan UUPHAMMedia Indonesia, 27
November 2002.

" Ahmad Hanafi,Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990),
him 1.



ketentraman hidup, sehingga dapat dikatagorikaa pebbagai bagiajarimah
dan pelakunya akan diberikan hukuman yang setirdpal sesuai dengan
ketentuan al-Qur’an dan as-Sunnah.

Terorisme atau/- Irhab adalah suatu kalimat yang memiliki banyak
makna dan gambaran bentuk yang berbeda-beda. Na@nmuanya berkisar
pada kataikhafah yang berarti menakut-nakuti atau sengaja mengganggu
stabilitas keamanan sebagai ancaman.

Para fukaha mendefinisikanarimah hirabah yaitu gangguan
keamanan di jalan umum, secara etimologrbah berarti memotong jalan
(goti’ at-tariq) yaitu pencuri, pembegal, atau perampok. Peramgiaki
pembegal sering pula diistilahkasarigah qubra (pencuri besaf) atau
keluarnya gerombolan bersenjata di daerah Islamukunnengadakan
kekacauan, pertumpahan darah, perampasan hartgoyaénkehormatan,
merusak tanaman, peternakan, citra agama, akh&kntkan dan undang-
undang.

Jika terorisme ditinjau dari konteks hukum pidam@aka dalam
hukum Islam termasufarimah hirabah, yaitu perbuatan yang menimbulkan
kekacauan di masyarakat sehingga mengganggu laaterr umum.
Pengertian ini akan mencakup tindak pidana memkeratsuhan, menghasut

orang lain agar melakukan tindakan kekerasan, peiwo, aktor intelektual,

8 Rahmat Hakim,Hukum Pidana Isam (Figih Jinayah), cet. 1, (Bandung: CV
Pustaka Setia, 2000), him. 95.



koruptor kelas kakap yang mengguncang perekonommasional, dan
tentunya peledakan bom, semua akan terkena Aiedbah.
B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok maswdaly akan
dibahas adalah Bagaimana pertanggungjawaban pjdaku tindak pidana
terorisme menurut Hukum Pidana Islam dan Undamgong No.15 Tahun
2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terofisme

C. Tujuan dan kegunaan

1.Tujuan

Untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawabaanaiderhadap
para pelaku tindak pidana terorisme berdasarkamrhugidana Islam dan
Undang-undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantisaak Pidana

Terorisme.

2. Kegunaan

Kegunaan dalam akademik, Penelitian ini diharapkdapat
memberikan sumbangan pemikiran bagi hazanah pemildalam hukum
pidana Islam dan memberikan solusi alternatif lgigsa Indonesia dalam

pemberantasan tindak pidana terorisme.

D. Telaah Pustaka
Sepanjang pengetahuan, dari hasil telaah pustakg penyusun

lakukan, penyusun belum menemukan kajian yang addarsus membahas



tentang tema kejahatan terorisme dalam tinjauarurhuRidana Islam dan
Undang-undang No.15 Tahun 2003 dalam karya ilmiaitannya dengan
peraturan perundangan yang berlaku. Memamg sudayakakarya-karya
yang berkaitan dengan kejahatan terorisme sertékpampemikiran hukum
pidana Islam dan hukum Positif yang berkaitan dartgori,prinsip, dan asas-
asas pidana, akan tetapi karya tulis yang yang rakasb secara spesifik
tentang pertanggungajawaban pidana pelaku tinadnpi teorisme, menurut
hukum pidana Islam, apalagi menurut undang-undaad 9N Tahun 2003,
sejauh pengamatan penyusun belum ditemukan.

Ada buku yang ditulis oleh Sukawarsini Djelantiigng berjudul
" Terorisme Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan
Nasional,”® dalam buku ini dibahas bahwa kejahatan terorismeupadan
perbuatan biadab dan rakyat yang tidak berdosa yagadi korban, serta
tinjauan psiko-politis dan profil kelompok terorisndan juga keberadaan
terorisme dalam kontek Indonesia, dan juga ada bUKRerorisme

Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam,” ©

yang ditulis oleh A.M. Hendro
Priyono, dalam pembahasan buku ini dijelaskan meaigerorisme global,
regional, nasional, serta dijelaskan pula bahwaritsne merupakan ancaman

terhadap ketahanan dan kemanusiaan, tapi tidakaskgn seperti apa

pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidanaisere.

%  Sukawarsini Djelantik, Terorisme Tinjauan Psko-Palitis, Peran Media,

Kemiskinan, dan Keamanan Nasional, (Jakarta: Yayasan Pusak obor Indonesia, 2010).

9 A.M. Hendro Priyono;Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam, (Jakarta:
PT Kompas Media, 2009).



Karya tulis dalam bentuk skripsi yang penyusemukan, vyaitu
skripsi saudara Abd Wahid al- Adzim, dengan judUlerorisme dalam
Perspektif Hukum Islam™ yang mengqgiyaskan terorisme dengainabah
dalam hukum pidana Islam, namun tidak dijelaskarntapggungjawaban
pidanajarimah hirabah yang terkait dengan kejahatan terorisme. Karyia tul
dalam bentuk skripsi lagi yang ditulis oleh saudalii Evelin dengan judul
“Tinjauan Hukum Pidana dan Kriminologi tentang Kakan Kriminalisasi
dalam Penanggulangan Terorisme di IndonéSiaskripsi ini membahas
tentang sebab-sebab terjadinya aksi terorisme doonesia, kebijakan
kriminalisasi terhadap tindak pidana terorisme dambahas pula tentang
upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Kamjia dalam bentuk
skripsi lain yang ditulis oleh saudara Miski, demgadul “Tindak Pidana
Terorisme Studi komparasi Hukum Pidana Islam dakuiuPositf"* Skripsi
ini hanya membahas tentang unsur-unsur tindak pidan sanksinya, namun
tidak dijelaskan pertanggungjawaban pidana peliakiak pidana terorisme.

Dari berbagai buku dan tulisan tersebut belumaltils tentang
pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatanger®iberdasarkan Hukum

pidana Islam dan Undang-undang No.15 Tahun 20GarigrPemberantasan

™ Abd Wahid al- Adzim, “Terorisme dalam Perspektifiktim Islam,”skripsi tidak
diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunalijdga Yogyakarta (2003).

2 Lili Evelin, “Tinjauan Hukum Pidana dan Kriminologentang Kebijakan
Kriminalisasi dalam Penanggulangan Terorisme diohasia,” skrips tidak diterbitkan
Fakultas Hukum Ull Yogyakarta (2003).

13 Miski, “Tindak Pidana Terorisme Studi komparasikdm Pidana Islam dan
Hukum Positif,” skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UBdnan Kalijaga
Yogyakarta (2005).
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Tindak Pidana Terorisme, sehingga penyusun ikué seemberikan wacana
baru tentang pertanggungjawaban pidana pelaku kiingddana terorisme
berdasarkan hukum pidana Islam dan Undang-undan@5Nm@mhun 2003

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

E. Kerangka Teoretik

Dari telaah pustaka tersebut, dapat diketahuiwhaterorisme di
dunia masih sangat bersifat umum dan sangat kensifii makna sehingga
makna dari terorisme telah mudah dijadikan dasamkumelakukan tindak
kejahatan, pembunuhan, penyiksaan terhadap oramgrasyarakat ataupun
negara. Oleh sebab itu, Sebelum melangkah lebih fpembahas tentang
tindak pidana terorisme, terlebih dahulu akan agkan pengertian terorisme
menurut Islam, perspektif Indonesia maupun inteomeas.

Istilah teror dan terorisme merupakan dua istjlahg berbeda, tetapi
sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang bernberkoadanterere yang
artinya ketakutan mendalam. Namun, jika dilihati daetode kekerasan,
kedua istilah tersebut dibedakan pengertiannyai téksr merupakan aktifitas
bercorak spontan dan tidak teroganisir rapi dadl@emg bersifat perorangan.
Sebaliknya terorisme bersifat sistematis, terogamapi dilakukan oleh
sebuah organisasi atau kelompok sebagai pelakuaktfitas teror tersebut.

Tidak semua bentuk teror dapat disebut sebagaidere. Menurut Richard
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Bagun, sebagaimana dikutip oleh setiaWaterorisme adalah puncak aksi
kekerasantérrorism is the apex violence). Menurut Encyclopedia of Crime
and Justice, terorisme adalah ancaman atau penggunaan atatakakeuntuk
tujuan-tujuan politik oleh perorangan atau kelompdk mana tindakan itu
menentang terhadap kekuasan pemerintah, ditujukdnk umenimbulkan
korban dengan segeta.

Menurut al-Mudakhali dalam bukunya; “Terorismdagia Tinjauan
Islam”, terorisme ataw/-/rhab adalah sebuah kalimat yang terbangun di
atasnya makna yang mempunyai bentuk (modus) beaaagkhm yang intinya
adalah gerakan intimidasi atau teror atau gerakag ynenebarkan rasa takut
kepada individu ataupun masyarat yang sudah daleaddan aman dan
tentram?°

Menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentargderantasan
Tindak Pidana Terorisme, istilah terorisme dalamjgdasan umum Undang-
undang No. 15 Tahun 2003 2003 tentang Pemberanféismiak Pidana
Terorisme, yaitu “Kejahatan terhadap kemanusiaan paradaban serta
merupakan salah satu ancaman serius terhadap &tdaudetiap negara

karena terorisme sudah merupakan kejahatan yasgabenternasional yang

¥ Moh. Arif Setiawan, “Kriminalisasi Terorisme di donesia Dalam Era
Globalisasi,”Jurnal Hukum, edisi Nomor: 21, Vol.9, (Maret 2002), him. 71.

5 sanfor H. Kadis,encyclopedia of Crime and Justice, 1983, him. 1530.
Sebagaimana dikutip dalam Hanafi Amrani, “KebijaKkaiminalisasi terhadap Terorisme,”
makalah Padé&eminar Regional Pembahasan di seputar RUU anti Terorisme Tinjauan
Poalitik dan Hukum, Fakultas Hukum Ull, Yogyakarta, 14 Maret 2001.

16 7aid bin Muhammad Hadi al-Mudakhilferorisme dalam Tinjauan Islam, Terj,
(Jakarta: Maktabah Salafy Pres, 2002), him. 65.
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menimbulkan bahaya terhadap keamanan, pedamaiaa sema merugikan
kesejahteraan masyarakat...”, juga dijelaskan dalaenjefasan umum
Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang PembeanfBisidak Pidana
Terorisme, bahwa, tindak pidana terorisme dikekaalidari tindak pidana
politik atau tindak pidana yang bermotif politikaat tindak pidana yang
bertujuan politik.

Dalam fikih (hukum Islam) kejahatan terorisme tidak disebutkan
secara eksplisit di dalam bab-bab fikih, akan iekaga diidentikkan sama
dengangati’ at-tarig yaitu pencuri, pembegal, atau perampok. Perampk at
pembegal sering pula diistilahkasirigah qubra (pencuri besar). Dalam
hukum pidana Islam terorisme digiyaskan dengamimah hirabah yaitu
keluarnya gerombolan bersenjata di daerah Islamukunnengadakan
kekacauan, pertumpahan darah, perampasan hartgoyaénkehormatan,
merusak tanaman, citra agama, akhlak, ketentuaruddang-undang. maka,
dalam pembahasan tindak kejahatan terorisme, jikaitkhn dengan
perspektif hukum Islam, tentu tidak lepas dari&aisumber utamanya, yaitu
al-Quran dan as-Sunnah.

Untuk menyelesaikan masalah ini dalam ketegaksnmara fukaha
biasanya memakaial-Qiyas, Qiyvas menurut istilah Ushul figh ialah
menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat katemiukumnya dalam

nas (Al-Qur’an dan as-Sunnah) dengan masalah yang telah ada ketentuan

" Rahmat Hakim,Hukum Pidana Islam (figih jinayah), cet. 1, (Bandung: CV
Pustaka Setia, 2000), him. 61.
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hukumnya dalanmas, karena ada persamaidliat (motif hukum) antara kedua
masalah itd® Oleh karena itu, kejahatan terorisme digiyaskargan jarimah
hirabah dalam hukum Islam sebab kesamalat dan unsur-unsurnya yang
terdapat dalam kedua sistem hukum tersebut. Adamsar-unsur tersebut
antara lain:

1. Unsur kejahatartirabah antara lain: aksinya dilakukan di jalan umum
dengan menggunakan senjata, adanya kekerasan dzamam
dilakukan secara terang-terangan, menggangguittatkieamanat?’

2. Sedangkan unsur kejahatan terorisme meliputi: gismenggunakan
senjata, dilakukan secara tak terduga, menggunadam disertai
dengan kekerasan dan menimbulkan kerusakan di bwrka

Oleh karena itu, jika terorisme dilihat dari kekg tindak pidana,
kejahatan terorisme sama dengganimah hirabah yaitu perbuatan yang
menimbulkan kekacauan di masyrakat sehingga meggatkgtentraman
umum atau ancaman dengan menakut-nakuti yang dapmaktsahkan
keamanan masyarakat, misalnya ancaman bom seredakkhnnya, yang
dapat menimbulkan kerusakan dan jatuhnya korbami(meal atau luka-
luka). Maka dari semua itu hukumnya sesuai dengarsip padajarimah
hudud, karena hirabah termasuk jarimah hudud, yaitu jarimah yang

ketentuannya hukumnya ditentukan dalam al-Qur’an.

18 Masjfuk Zuhdj Pengantar Hukum Syariah, (Bandung: Gema Risalah Press,
1996), him.75.

19| bid., him. 35.
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Adapun tujuan pokok dijatuhkan hukuman dalam hukislam
adalah untuk pencegahan, pengajaran dan pendididengan maksud
mencegah bagi pelaku untuk tidak mengulangi peanugthat dan mencegah
bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang garuwserta memberikan
pengajaran dan pendidikan kepada pelaku meninggglksbuatan tersebut

bukan karena takut kepada ancaman hukuman melait&arkesadaran diri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah pelaalitkepustakaan

(library research), maka teknik yang digunakan adalah pengumpulda da
secara literal dengan penggalian bahan-bahan pustakg sistematfS,
penyusun menggunakan literatur primer yang bernkalngan tindak pidana
terorisme di antaranya Undang-undang No.15 Tahub3,2@yat-ayat al-
Qur'an, pendapat para tokoh, dan juga sumber-sutalvgrya yang berkaitan

dengan persoalan.

2. Sifat penelitian
Sifat penelitian yang penyusun gunakan dalamjeteskan dan

menganalisa dalam penyusunan skipsi ini adalah rigé§lanalitis-

20 Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Cet. Ke- 2,
(Bandung: Alfabeta, 2006), him. 164.
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komparatif®* yaitu menjelaskan dan menganalisa tentang penagimvaban
pidana kejahatan terorisme dalam hukum pidana Islam Undang-undang
No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak #ibamorisme

3. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan skmigsialah :

a. Normatif, yaitu mengkaji ketentuan hukum tindak grd terorisme
dalam hukum pidana Islam menurut ketentuan yamapat dalam al-
Qur'an dan Hadits.

b. Yuridis, yaitu mempelajari dari segi hukum yangdegrat dalam
KUHP' KUHAP dan Undang-undang No.15 Tahun 2003 &egt
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

4. Analisis Data

Analisis data yang penyusun gunakan dalam p&melihi adalah
komparatif yaitu usaha untuk membandingkan seswatik mengidentifikasi
data yang diperoleh dari hukum pidana Islam danadgeundang No.15
Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidanaisreey kemudian data

itu dibandingkan sehingga dapat diketahui kriteqiersamaaan dan

perbedaannya.

2! sudartoMetode Penelitian Filsafat, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 1996), him.
47-59.
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G. Sstematika Pembahasan

Untuk mendapatkan bentuk penyusunan skripsi ysistematis, maka
penyusun membagi skripsi ke dalam lima bab, masiaging terdiri dari sub-sub bab
secara lengkap. Penyusun dapat menggambarkan sbbekgat:

Bab satu merupakan Pendahuluan yaitu mendiskaipsipokok
permasalahan yang akan dikembangkan dalam pensksisi, dalam bab ini
diuraikan tentang latar belakang masalah, pokok atahs tujuan dan
kegunaan penelitihan, telaah pustaka, kerangka ¢@or metode penelitian
kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasarukumengarahkan
pembaca pada substansi penelitian.

Selanjutnya pada bab dua akan diuraikan Pengedgrarisme dalam
Hukum Pidana Islam serta membahas tentang unsur-uimglak pidana
terorisme, dan juga menjelaskan pertanggungjawplaama dalam perspekitif
hukum pidana Islam. Selanjutnya pertanggungjawaiddana pelaku tindak
pidana terorisme, sebagaimana penyusun merujukdBefaimah hirabah
yang ketentuan hukumnya terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 33,
pembahasan di atas sebagai indentifikasi bahwa takstisme merupakan
bagian darijarimah dalam hukum Islam. Hubungan bab ini dengan bab tig
adalah untuk mengkorelasikan teori dan konsep isener dan mencari
persamaan dan perbedaannya.

Bab tiga penyusun mencoba memaparkan pengergeorisine
menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentangh®emtasan Tindak

Pidana Terorisme sebagaimana dasar hukum dalamngmgriangi kejahatan
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terorisme di Indonesia, dan juga menjelaskan uassw tindak pidana yang
diatur dalam undang-undang ini serta pertangguragjaw pidana dalam
perspektif  hukum  positif Indonesia, dan dilanjutkandengan
pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidanaisere menurut Undang-
undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pembarantasaaki fidana Terorisme.
Hubungannya bab ini dengan bab empat adalah sepadaman terhadap
pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidanarisgere berdasarkan
ketentuan Undang- undang No. 15 Tahun 2003 terRangpbarantasan Tindak
Pidana Terorisme.

Setelah itu bab empat, barulah penyusun memapaskrangkaian
analisa kejahatan terorisme ditinjau dari segikuhu pidana Islam dan
Undang-undang No.15 tahun 2003 tentang Pemberantéismlak Pidana
Terorisme, serta menganalisa pertanggungjawabaanaidoelaku tindak
pidana terorisme, dalam pembahasan ini akan difdesi persamaan dan
perbedaannya dalam memandang masalah terorismdy yentang
pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidanaisere.

Pada bab lima merupakan kesimpulan dan jawabdarpdrmasalan
yang diangkat, kemudian dilengkapi dengan bebesapan. Tujuan dari bab
ini adalah untuk memberikan kesimpulan akhir daasih penelitian,

sebagaimana dijelaskan dalam bab empat.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dipaparkan secara keseluruhan mengenanggungjawaban pidana
pelaku tindak pidana terorisme menurut hukum @destam dan Undang-undang
No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberamtasan Tindakn#®idarorisme, sebagai
jawaban dari rumusan masalah dan melalui sebudisianaenggunakan metode
komparatif, maka akhirnya dapat disimpulkan bahweastdhggungjawaban pidana
pelaku tindak pidana terorisme antara hukum pidsalaan dan Undang-undang No.
15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidenoaidme sama-sama memuat
unsur pertanggungjawaban pidana dalam diri pel@lalam hukum pidana Islam,
unsur tersebut sebadadnsur moril atau ar-rukn al-adabi (pelaku mukallaf). Artinya
pelaku teroris adalah orang yang dapat dimintatapggungjawaban dan dapat
disalahkan ataupun dapat disesalkan, artinya bakarg gila, bukan anak-anak, dan
bukan karena dipaksa. Sedangkan dalam Undang-umttanth Tahun 2003 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pertangguabggan pidana, yaitgeen
straf zonder schuldgtau dikenal dengan istilah “tiada pidana tansaledhan”.

Subjek hukum atau pelaku tindak pidana terorisraié @alam hukum pidana
Islam maupun dalam Undang-undang No. 15 Tahun 280fng Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme sama-sama dapat dimungkin&ebentuk “tunggal”, yaitu

seseorang yang melakukan tindak pidana terorispaaéunggal atau sendirian, dan
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pelaku tindak pidana terorisme dapat pula berbefrmibatkan orang lain”, yang
umumnya teroganisir secara rapi. Adapun subjek tmulpelaku tindak pidana
terorisme dalam hukum pidana Islam yaitu manusidangkan dalam Undang-
undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasam@akliddiana Terorisme yaitu
orang dan korporasi.

Subjek hukum atau pelaku tindak pidana terorisntengd&ukum pidana Islam
dapat diklasifikasikan secara sederhana menjadydiia: orang yang turut berbuat
secara langsung dalam melaksanakan jarimah disebut syarik mubasyir danorang
yang tidak berbuat secara langsung dalam melaksanakan jarimah disebut syarik
mutasabbib, sedangkan dalam Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang
pemberantasan tindak pidana terorisme juga dagktfidasikan lagi secara khusus
menjadi tiga yaitu: yaitu (1) “pelaku tuggaldadel), (2) Orang yang melakukan
(Plegen, Orang yang menyuruh orang laidoen plegey, Orang yang turut serta
melakukan ade plegey dan Orang yang membujuk melakukauitiokker), (3)
orang yang membantu melakukane@deplictihei)l Mengenai pertanggungjawaban
pidana tidak berbuat secara langsung” dalam hukigdanp Islam disebusyarik
mutasabbib dan pertanggungjawabannya tidak lagi Audud melainkan ta’zir (sanksi
dari pemerintah), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pelakuktipmdina terorisme yang tidak
terlibat langsung disebut sebagai pelaku pembaviadéplictineid, yang diancam

pidana penjara paling singkat tiga (3) tahun ddmgdama lima belas (15) tahun.
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Dapat dimungkinkan juga, bahwa pelaku pembantelbetsmendapatkan ancaman

pidana yang sama dengan pelaku tindak pidananya.

. Saran

Mengambil manfaat dari penulisan skripsi ini, mdi&bagai saran yang
penyusun berikan khususnya bagi pemerintah Indandsin masyarakat pada
umumnya dalam menanggulangi masalah terorisme whapat disampaikan saran-
saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan dengan cara melakukan amandemen
terhadap undang-undang no. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme terutama terhadap batasan mengenai pengertian terorisme, dan
delik-delik materil lainnya serta hukum acaranya.

2. Diharapkan peran serta masyarakat, dukungan maupun bantuannya dalam rangka
penanganan kejahatan terorisme. Karena negara (aparat) tidak akan bisa bekerja
sendiri dan berhasil dalam menangani kejahatan terorisme.

3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya mengqiyaskan kejahatan terorisme tidak
cuma diqiyaskan dengan jarimah hirabah saja akan tetapi, juga digiyaskan dengan

Jarimah bugat.
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DAFTAR TERJEMAHAN

NO

FN

HLM

TERJEMAH

BAB I

20

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di
muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau
dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik,
atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang
demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka
didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

21

Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum
kamu dapat menguasai (menangkap) mereka.

15

26

Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,
dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang
lain) untuk memikul dosanya itu Tiadalah akan dipikulkan
untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum
kerabatnya.




UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-

UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME,

MENJADI UNDANG-UNDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a

bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesgahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta
dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan
hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan;

bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara
Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa
memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan
kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap
kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional;

bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan
mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan
nasional maupun internasional;

bahwa untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman
serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum
dalam mengatas permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan
tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu pada konvens
internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan
dengan terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf
d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
menjadi Undang-undang;



Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI

UNDANG-UNDANG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-undang.

Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta padatanggal 4 April 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2003



SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan |1,
ttd.

Edy Sudibyo



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG
PENETAPAN

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI

UNDANG-UNDANG

UMUM

Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik
Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas,
mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga
menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosia,
ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan duniainternasional.

Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme
yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme
merupakan kejahatan lintas negara, terorganisas, dan bahkan merupakan
tindak pidana internasonal yang mempunyai jaringan luas, yang
mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Pemerintah Indonesia sgjalan dengan amanat sebagaimana ditentukan
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesegjahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosid,
berkewajiban untuk melindungi warganya dari setigp ancaman kejahatan
baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional.
Pemerintah juga berkewgjiban untuk mempertahankan kedaulatan serta
memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman
baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutlak
diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan
berkesinambungan.



Untuk menciptakan suasana tertib dan aman, maka dengan mengacu pada
konvens internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan terorisme, serta untuk memberi landasan hukum yang kuat dan
kepastian hukum dalan mengatas masalah yang mendesak dalam
pemberantasan tindak pidana terorisme, Presiden Republik Indonesia telah
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

4284

Vi



PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Menimbang :

a

Mengingat :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam mewujudkan tujuan nasiona sebagaimana dimaksud
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan
untuk memajukan kesgjahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak
diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan
berkesinambungan;

bahwa terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang
korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau
hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda, oleh karenaitu
perlu dilaksanakan langkah-langkah pemberantasan;

bahwa terorisme mempunyai jaringan yang luas sehingga
merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasiona
maupun internasional;

bahwa pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen
nasional dan internasional dengan membentuk peraturan
perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvens
internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan terorisme;

bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini
belum secara komprehensif dan memadai untuk memberantas
tindak pidanaterorisme;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c,
huruf d, dan huruf e, dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak
perlu mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah
diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
TERORISME.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud
dengan:

1.

Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-
unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang ini.

Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil,
militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau
korporasi.

Korporas adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi
baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan
atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hokum dan menimbulkan
bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan
orang pingsan atau tidak berdaya.

Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja
dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu
keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang
atau masyarakat secara luas.

Pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintah Republik Indonesia dan
perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Perwakilan negara asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing
beserta anggota-anggotanya.

Organisasi internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup
struktur organisasi  Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisas
internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang
menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa
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9. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak
baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

10. Objek vital yang strategis adalah tempat, lokas, atau bangunan yang
mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta
keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.

11. Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan
masyarakat secara umum.

12. Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis
mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan
peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk
menimbulkan ledakan.

Pasal 2
Pemberantasan tindak pidana terorisme dalam Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang ini merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis
untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan
tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asas manusia, tidak bersifat
diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antargolongan.

BAB 11

LINGKUP BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG

Pasal 3

(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku terhadap
setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana
terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau negaralain juga
mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan
penuntutan terhadap pelaku tersebut.

(2) Negaralain mempunyai yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

apabila:
a kgahatan dilakukan oleh warga negara dari negara yang
bersangkutan;
b. kegahatan dilakukan terhadap warga negara dari negara yang
bersangkutan;

c. kgahatan tersebut juga dilakukan di negara yang bersangkutan;

d. keahatan dilakukan terhadap suatu negara atau fasilitas pemerintah
dari negara yang bersangkutan di luar negeri termasuk perwakilan
negara asing atau tempat kediaman pejabat diplomatik atau
konsuler dari negara yang bersangkutan;

e. kegahatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa negara yang bersangkutan melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu;



f. keahatan dilakukan terhadap pesawat udara yang dioperasikan
oleh pemerintah negara yang bersangkutan; atau

0. kegahatan dilakukan di atas kapal yang berbendera Negara tersebut
atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang
negara yang bersangkutan pada saat kejahatan itu dilakukan.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku juga terhadap
tindak pidana terorisme yang dilakukan:

a terhadap warga negara Republik Indonesia di luar wilayah Negara
Republik Indonesia;

b. terhadap fasilitas negara Republik Indonesia di luar negeri termasuk
tempat kediaman pejabat diplomatik dan konsuler Republik Indonesia;

c. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa pemerintah
Republik Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;

d. untuk memaksa organisasi internasional di Indonesia melakukan sesuatu
atau tidak melakukan sesuatu;

e. di atas kapal yang berbendera negara Republik Indonesia atau pesawat
udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang Negara Republik
Indonesia pada saat kejahatan itu dilakukan; atau

f. oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat
tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 5

Tindak pidana terorisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak
pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif
politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses
ekstradisi.

BAB Il

TINDAK PIDANA TERORISME

Pasal 6

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman
kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara
meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas
kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau
mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang
strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional,



dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman
kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap
orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara
merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau
untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang
strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional,
dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Pasal 8

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang
sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:

a menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan
untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk
pengamanan bangunan tersebut;

b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan
untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk
pengamanan bangunan tersebut;

Cc. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak,
mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan
penerbangan, atau menggagal kan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau
memasang tanda atau alat yang keliru;

d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan
penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan
terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;

e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak
dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain;

f. dengan sengga dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan,
membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;

g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak
dapat dipakai, atau rusak;

h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan
melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau
ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat
dipakainya pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya atau
yang dipertanggungkan muatannya maupun upah yang akan diterima
untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan
tersebut telah diterima uang tanggungan;
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dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas
atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam
penerbangan;

dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau
ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan
perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam
penerbangan;

. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat,
dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat
seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat
membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk
merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan
seseorang;

dengan senggja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan
terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika
perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebuit;

. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas
atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang
menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan
penerbangan;

. dengan senggja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan
ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun,
alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang
membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat
udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;

. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai
kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih
dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan
sebagai mana dimaksud dalam huruf |, huruf m, dan huruf n;

. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena
perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam
penerbangan;

. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan
keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;

di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat
mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam
penerbangan.

Pasal 9

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia,

membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba
menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau
mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,
mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata
api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya
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dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan
pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata
biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga
menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas,
menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan,
terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi
kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan
hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau
mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan
digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Pasal 12

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap
orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan
dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian
atau seluruhnya untuk melakukan :

a tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan,
menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata
biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang
mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau
menimbulkan kerusakan harta benda;

b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis,
radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;

C. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata
kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau
komponennya;

d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi,
mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman
kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;

€. mengancam:

Xiii



1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi,
mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan
kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau

2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b
dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisas internasional,
atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

f.  mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, atau huruf c; dan

0. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
huruf a sampai dengan huruf f.

Pasal 13

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan
terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:
a memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan
lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
b. menyembunyikan pelaku tindak pidanaterorisme; atau
c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15
(lima belas) tahun.

Pasal 14

Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk
mel akukan tindak pidana terorisme sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7,
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati
atau pidana penjara seumur hidup.

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan
untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana
yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

Pasal 16
Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan
bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana
terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasa 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal
11, dan Pasal 12.

Xiv



Pasal 17

(1) Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu
korporasi,maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap
korporasi dan/atau pengurusnya.

(2) Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabilatindak pidana
tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja
maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut
baik sendiri maupun bersama-sama.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka
korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal 18

(1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan
untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan
kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus
berkantor.

(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana
dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun
rupiah).

(3) Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau
dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

Pasal 19

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13,
Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk
pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

BAB IV

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN
TINDAK PIDANA TERORISME

Pasal 20

Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman
kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum,
penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme
sehingga proses peradilan menjadi terganggu, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
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Pasal 21

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan aat bukti
palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di
sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas
pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 22

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau
menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7
(tujuh) tahun.

Pasal 23

Setiap saksi dan orang lain yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1
(satu) tahun.

Pasal 24

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasa 22, tidak berlaku untuk pelaku
tindak pidanaterorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

BAB V

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN
DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 25

(1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam
perkaratindak pidanaterorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang
berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang ini.

(2) Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang
untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam)
bulan.

XVi



Pasal 26

(1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat
menggunakan setiap laporan intelijen.

(2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup
sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan
oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

(3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan
secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

(4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan
adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri
segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

Pasal 27

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

a aat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;

b. aat bukti lain berupainformasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau
disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
dan

c. data, rekaman, atau informas yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau
didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana,
baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau
yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1) tulisan, suara, atau gambar;

2) peta, rancangan, foto, atau sgjenisnya;

3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau
dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 28

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang
diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan
yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x
24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.

Pasal 29

(2) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada
bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap
harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan
hasil tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana yang berkaitan
dengan terorisme.

(2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara
jelas mengenai:
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a namadan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim,;

b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh bank dan lembaga
jasa keuangan kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;

c. aasan pemblokiran;

d. tindak pidanayang disangkakan atau didakwakan; dan

e. tempat harta kekayaan berada

(3) Bank dan lembaga jasa keuangan setelah menerima perintah penyidik,
penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib
melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran
diterima.

(4) Bank dan lembaga jasa keuangan wajib menyerahkan berita acara
pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim
paliing lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sgak tanggal pelaksanaan
pembl okiran.

(5) Harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada bank dan lembaga
jasa keuangan yang bersangkutan.

(6) Bank dan lembaga jasa keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme,
maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta
keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan
setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana
terorisme.

(2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan
Undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan
transaks keuangan lainnya.

(3) Permintaan keterangan harus digjukan secara tertulis dengan menyebutkan
secara jelas mengenai :

a. namadan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;

b. identitas setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan
tindak pidanaterorisme;

c. tindak pidanayang disangkakan atau didakwakan; dan

d. tempat harta kekayaan berada

(4) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:

a Kepaa Kepolisian Daerah atau pejabat yang setingkat pada tingkat
Pusat dalam hal permintaan digjukan oleh penyidik;

b. KepalaKejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut
umum;

c. Hakim Ketua Magjelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.
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Pasal 31

(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak:

a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melaui pos atau
jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara
tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa;

b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau aat komunikasi lain yang
diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan
melakukan tindak pidana terorisme.

(2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,
hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka
waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus
dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.

Pasal 32

(1) Dalam pemeriksaan, saksi memberikan keterangan terhadap apa yang
dilihat dan dialami sendiri dengan bebas dan tanpa tekanan.

(2) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang
lain yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme dilarang
menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan
kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

(3) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebuit.

Pasal 33

Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta

keluarganya dalam perkaratindak pidanaterorisme wajib diberi perlindungan oleh
negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau
hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 34

(1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh aparat

penegak hukum dan aparat keamanan berupa:

a perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;

b. kerahasiaan identitas saksi;

c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di siding pengadilan
tanpa bertatap muka dengan tersangka

d. Ketentuan mengena tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
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Pasal 35

(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di
sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa
dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

(2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan
dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi
dan surat-surat yang dibacakan dalam siding sebelumnya dianggap sebagai
diucapkan dalam sidang yang sekarang.

(3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh
penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah
Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.

(4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan kasasi atas putusan
sebagai mana dimaksud dalam ayat (1).

(5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan
terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan
tindak pidana terorisme, maka hakim atas tuntutan penuntut umum
menetapkan perampasan harta kekayaan yang telah disita.

(6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat
dimohonkan upaya hukum.

(7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada
pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
pengumuman sebagai mana dimaksud dalam ayat (3).

BAB VI
KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI

Pasal 36

(1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak
mendapatkan kompensasi atau restitusi.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya
dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

(3) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian
yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.

(4) Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan sekaligus dalam amar
putusan pengadilan.

Pasal 37
(1) Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan

diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang
putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
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(2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan
pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 38

(1) Pengagjuan kompensas dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada
Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri.

(2) Penggjuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku
atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.

(3) Pengajuan rehabilitas dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman
dan Hak Asas Manusia

Pasal 39

Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan
pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) memberikan kompensasi
dan/atau restitusi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sgjak
penerimaan permohonan.

Pasal 40

(1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi dilaporkan oleh
Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga kepada K etua Pengadilan
yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian
kompensas, restitusi, dan/atau rehabilitasi tersebut.

(2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, dan/atau restitus
sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban atau
ahli warisnya.

(3) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagai mana dimaksud
dalam ayat (1), Ketua Pengadilan mengumumkan pel aksanaan tersebut
pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 41

(1) Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi kepada
pihak korban melampaui batas waktu sebagai mana dimaksud dalam Pasal
39, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada
pengadilan.

(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera memerintahkan
Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan
tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerjaterhitung sgak tanggal
perintah tersebut diterima.
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Pasal 42

Dalam hal pemberian kompensasi dan/atau restitusi dapat dilakukan secara
bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan
dilaporkan kepada pengadilan.

BAB VII
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 43

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme,
Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kerja sama internasional dengan
negara lain di bidang intelijen, kepolisan dan kerjasama teknis lainnya yang
berkaitan dengan tindakan melawan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44
Ketentuan mengenai :
a kewenangan atasan yang berhak menghukum yakni :

1) melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada di
bawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh
penyidik polisi militer atau penyidik oditur;

2) menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik polisi militer
atau penyidik oditur;

3) menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik polisi militer
atau penyidik oditur; dan

4) melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang
ada di bawah wewenang komandonya

b. kewenangan perwira penyerah perkarayang :

1) memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan;

2) menerimalaporan tentang pelaksanaan penyidikan;

3) memerintahkan dilakukannya upaya paksa;

4) memperpanjang penahanan;

5) menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur tentang
penyel esaian suatu perkara;

6) menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk
memeriksa dan mengadili;
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7) menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin
prajurit; dan

8) menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan
umum/militer; dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan tindak
pidana terorisme menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang ini.

Pasal 45

Presiden dapat mengambil langkah-langkah untuk merumuskan kebijakan
dan langkah-langkah operasional pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang ini.

Pasal 46

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini
dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai
berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, Yyang
penerapannya ditetapkan dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang tersendiri.

Pasal 47

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setigp orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO
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